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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI 
 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah. 

Pertumbuhan dan perkembangan kota ditandai dengan berbagai 

macam aktifitas pembangunan, sejalan pula dengan makin bertambahnya 

kebutuhan manusia sebagai penghuni perkotaan. Kota Bontang yang dari 

tahun ke tahun menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan 

kota yang signifikan, menuntut keberadaan suatu instansi yang menangani 

bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan terbentuk berdasarkan regulasi dari 

Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman dan bidang pertanahan yang sebelumnya urusan ini dibawah 

komando Dinas PU. 
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B. STRUKTUR ORGANISASI 

Dalam rangka memenuhi Tugas Pokok dan Fungsi serta 

Kewenangannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 
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C. SUMBER DAYA APARATUR 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang Per 31 Desember 2017 memiliki sumber daya manusia sebanyak 51 

(Lima Puluh Satu) orang, yang terdiri dari PNS 36 (tiga puluh enam) orang 

dan Non PNS 15 (lima belas) orang. Pada sub bab ini disajikan penjelasan 

singkat sumber daya aparatur dan grafik jumlah pegawai berdasarkan jenis 

kelamin, golongan, pendidikan serta jabatan. 
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Grafik 1.1  
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Grafik 1.2 
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D.  TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

Berdasarkan peraturan Walikota Bontang Nomor 37 tahun 2016 

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka tugas dan 

fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai 

berikut : 

Tugas  

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

mempunyai tugas  membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan. 

Fungsi  

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai  dengan lingkup tugasnya 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

 

 

 

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 
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Aspek strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan / sasaran 

melalui pencapaian secara bertahap berdasarkan Renstra DPKPP Kota 

Bontang, adalah sebagai berikut: 

1.  Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana 

Utilitas Umum 

a. Penyusunan produk hukum bidang perumahan, kawasan 

permukiman dan prasarana sarana utilitas umum 

b. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan bidang perumahan, 

kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum 

c. Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) 

d. Pemanfaatan sistem informasi manajemen Penyusunan produk 

hukum  bidang perumahan, kawasan permukiman dan prasarana 

sarana utilitas umum 

e. Pemenuhan standarisasi prasarana, sarana dan utilitas umum 

kawasan permukiman 

f. Peningkatan SDM bidang perumahan, kawasan permukiman dan 

prasarana sarana utilitas umum 

2.  Bidang Pertanahan 

a. Penyusunan produk hukum bidang pertanahan 

b. Pengamanan aset pemerintah 

c. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan pertanahan 

d. Pemanfaatan sistem informasi manajemen  

3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman 
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a. Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam 

pengelolaan kebersihan, peningkatan dan pemeliharaan RTH.  

b. Peningkatan Sistem perencanaan dan pengawasan. 

c. Peningkatan Pengelolaan sarana dan prasarana. 

d. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan pegawai. 

e. Meningkatkan komitmen dan motivasi pegawai. 

f. Promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

g. Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas Pegawai 

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DI HADAPI ORGANISASI 

Terdapat beberapa permasalahan utama yang di hadapai Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2017, antara 

lain: 

1. Kurangnya ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang mana 

terdapat beberapa kegiatan yang penganggarannya berada di Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sedangkan waktu 

pelaksanaan terhitung sangat singkat dari terbitnya Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD  pada tanggal 25 

Oktober 2017. 

2. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas 

Umum, mengalami kesulitan dalam sistem pengawasan pembangunan 

APBD dan APBN dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan 

operasional penunjang kegiatan tersebut. 

3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman,mengalami permasalahan dalam 

pelaksanaan penataan pemakaman yang tidak didukung oleh 
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fasilitas,sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan lainnya 

yang dihadapi kurangnya sarana PJU yang tersedia sehingga 

menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatannya. 

4. Bidang Pertanahan, mengalami permasalahan lebih kepada kurangnya 

ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan dalam seksi pengadaan lahan 

 

G. ASET PERANGKAT DAERAH 

Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 

Desember  2017 

Tabel 1.1 

Aset Perangkat Daerah 

 

No Jenis Aset Satuan Volume Nilai (Rp) 

1 2 3 4 5 

1 Tanah   1.729.732.300,00 

2 Peralatan dan  Mesin    5.857.788.310,00 

3 Gedung dan 
Bangunan 

  14.672.799.429,00 

4 Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

  28.007.260.196,00 

5 Aset Tetap Lainnya   1.421.424.250,00 

6 Aset Tak Berwujud   2..937.254.600,00 

Total   54.626.259.085,00 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 



LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2017 
 

9 
 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan 

OPD yang secara sinergis dengan seluruh OPD yang berkewajiban untuk 

mensukseskan pembangunan Kota Bontang. 

Visi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yaitu :  

“Mewujudkan Pembangunan Perumahan yang andal dan layak huni 

mengacu Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan yang indah dan lestari 

didukung ketersediaan Tanah untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota 

Bontang” 

Untuk dapat mewujudkan visi maka dirumuskan beberapa misi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Mewujudkan ketersediaan rumah layak huni yang tertata dan berwawasan 

lingkungan melalui pembinaan pengembangan dan pembangunan 

perumahan masyarakat. 

2. Mewujudkan ketersediaan tanah yang cukup dan proporsional bagi 

pembangunan sarana pelayanan masyarakat melalui sistimatika 

pengadaan tanah. 

3. Mewujudkan ketersediaan taman, ruang terbuka yang hijau dan 

pemakaman yang asri dan lestari melalui penataan pertamanan dan 

pemakaman. 

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun 

secara sistematis dan berkesimbungan dengan memperhitungkan potensi, 
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peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini 

menghasilkan suatu rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan yang setidaknya memuat tujuan, sasaran 

strategis, indikator sasaran dan target kegiatan. 

Tabel 2.1 

Poin-poin penting dalam Renstra berdasarkan tujuan dan sasaran 

selama 5 tahun 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Sasaran Satuan 

Capai
an 
s.d. 
th. 

2016 

Target Kinerja Sasaran Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Meningkatkan 

kualitas 

lingkungan 

permukiman 

Ras8l8io 

permukiman 

yang layak 

huni 

Menurunnya 

jumlah rumah 

tidak layak huni 

Persentase 

rumah tidak layak 

huni 

Persen - 2 1,8 1,5 1,3 1 

Berkurangnya 

luas kawasan 

kumuh 

Persentase luas 

kawasan kumuh 

Persen  60 30 - - - 

Terpenuhinya 

RTH yang 

berkualitas  

Persentase 

RTH yang 

berkualitas 

Meningkatnya 
kualitas RTH 

Persentase 
capaian RTH di 
Kota Bontang 

Persen - 20,5 21 21,5 22 22,5 

Mewujudkan 

Penerangan 

Jalan Perkotaan 

Persentase 

Fasilitas PJU 

Meningkatnya 
akses 
Penerangan 
Jalan Umum 

Persentase 
Fasilitas PJU 

Persen - 48,12 50,16 52,72 56,05 59,89 

 

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)  

Dalam rangka pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam upaya perwujudan tujuan 

strategis yang telah ditetapkan, maka selanjutnya disusun Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 2.2 

IKU 2017-2021 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Penjelasan/Cara 

Perhitungan 

Penanggung 

Jawab 
Sumber Data 
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Penjelasan/Cara 

Perhitungan 

Penanggung 

Jawab 
Sumber Data 

1 2 3 4 5 6 

1. Menurunnya 

jumlah rumah 

tidak layak huni 

Persentase 

rumah tidak 

layak huni 

Jumlah rumah tidak layak huni 
---------------------------------------x 100% 
Jumlah rumah di Kota Bontang 

Bidang Perkim dan 

Prasarana sarana 

utilitas umum 

Bidang Perkim dan 

Prasarana sarana 

utilitas umum 

2. 

 

Berkurangnya 

Luas Kawasan 

kumuh Persentase Luas Kawasan kumuh 

Persentase 

Luas 

Kawasan 

kumuh  Persentase Luas Kawasan kumuh 

Sisa Luas Kawasan Kumuh 
-------------------------------------X 100% 
Luas Kawasan Kumuh Kota 

Bidang Perkim dan 

Prasarana sarana 

utilitas umum 

Bidang Perkim dan 

Prasarana sarana 

utilitas umum 

3. Meningkatnya 

kualitas RTH 

Persentase 

RTH di Kota 

Bontang 

Luas  RTH Kota 
----------------------------------------x100% 
Luas Daratan Kota Bontang 

Bidang 

Pertamanan dan 

Pemakaman 

Bidang 

Pertamanan dan 

Pemakaman 

4. Meningkatnya 

akses 

Penerangan 

Jalan Umum 

(PJU) 

Persentaase 

Fasilitas PJU 

Panjang Jalan Kota yang telah 
terpasang PJU 
--------------------------------------x100% 
Panjang Jalan Kota Bontang 

Bidang 

Pertamanan dan 

Pemakaman 

Bidang 

Pertamanan dan 

Pemakaman 

 

 

C. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis, indikator 

kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai untuk tahun berkenaan. Adapun 

perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

dapat diihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja 2017 
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Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1 2 3 4 5 

1 Menurunnya jumlah 
rumah tidak layak 
huni 

Persentase rumah 
tidak layak huni 

Persen 2% 

2 Berkurangnya luas 
kawasan kumuh 

Persentase luas 
kawasan kumuh 

Persen 60% 

3 Meningkatnya 
Kualitas RTH 

Persentase capaian 
RTH di Kota 
Bontang 

Persen - 

4. Mewujudkan 
penerangan jalan 
perkotaan 

Persentase fasilitas 
PJU 

Persen 48,12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya 

Sebagai OPD yang baru terbentuk di Tahun 2017 Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak memiliki hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya yang akan dijadikan sebagai acuan 

pengukuran kinerja di tahun 2017. 

B. Capaian Kinerja 

1. Capaian kinerja keseluruhan tahun 2017 

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan tahun 2017  digunakan untuk mengetahui keberhasilan 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 

melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.  

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 dilakukan dengan cara 

membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja 

yang ditampilkan dalam bentuk persentase.  

 

 

 

 

 

Capaian Kinerja Tahun 2017 
Tabel 3.1 
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2. Analisis Capaian Kinerja 

No. Sasaran 
strategis 

Indikator 
kinerja 

Satuan 
Target 

tahunan 
Triwulan Target Realisasi 

Persentase 
capaian 

1. Menurunnya 
jumlah rumah 
tidak layak huni 

Persentase 
rumah tidak 
layak huni 

persen 2% I - - - 

     II - - - 

III 300 unit 337 unit 112% 

IV 43 unit 10 unit 23% 

2. Berkurangnya 
luas kawasan 
Kumuh 

Persentase 
luas 
Kawasan 
kumuh 

persen 60% I - - - 

     II - - - 

III - - - 

IV 50 Ha 49,65 Ha 99,3% 

3. Meningkatnya 
kualitas RTH 

Persentase 
RTH yang 
berkualitas 

Persen - I - - - 

II - - - 

III - - - 

IV - - - 

4.  Meningkatnya 
akses 
Penerangan 
Jalan Umum 

Persentase 
Fasilitas 
penerangan 
jalan umum 

Persen 48,12% I - - - 

II - - - 

III   - - - 

IV 2.500 m 2.800 m 112% 
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 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan analisis 

capaian kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab  tercapai atau 

tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Perumahan, 

Kawasan permukiman dan Pertanahan 

 Sasaran I : Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni 

Perkembangan perumahan dan permukiman di perkotaan tidak 

terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, pertumbuhan 

penduduk di perkotaan ini tentu saja berdampak pada peningkatan kebutuhan 

akan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, baik dari segi 

perumahan maupun kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni. 

Untuk pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran ini, ditetapkan indikator 

kinerja sasaran sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 

Target, Realisasi dan Capaian Sasaran I 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Persentase 

Capaian 

3 4 5 6 7 
1. Menurunnya jumlah 

rumah tidak layak 
huni 

Persen  2% 1,9% 105% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian sasaran I : 

Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni sebesar 109%. Realisasi 

pencapaian terhadap indikator sebesar 1,9%  melampaui target yang 

direncanakan sebesar 2%. Keberhasilan menurunnya jumlah rumah tidak 

layak huni dikarenakan adanya bantuan dana dari APBN melalui program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 
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Sasaran II : Berkurangnya luas kawasan kumuh 

Peran pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh 

membutuhkan peningkatan kapasitas, sumber daya manusia dan keuangan, 

pembentukan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, didukung 

oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mendorong penanganan 

permukiman kumuh menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah.  Program  

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah satu dari sejumlah upaya 

pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh. Tujuan 

umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan 

pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung 

perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan 

berkelanjutan. 

Tabel 3.3  

Target, Realisasi dan Capaian Sasaran II 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Persentase 

Capaian 

3 4 5 6 7 

Berkurangnya luas 
kawasan kumuh  

persen 60% 59,70% 99,5% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  capaian Sasaran II : 

Berkurangnya luas  kawasan kumuh sebesar 99,5%. Keberhasilan 

penanganan kawasan kumuh dikarenakan adanya bantuan dana CSR 

(Coorporate Sharing Responsibility) Perusahaan selain dari dana APBN 

melalui program KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh).  
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Sasaran III : Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau 

Salah satu tolok ukur pengaplikasian konsep Kota Hijau adalah 

keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau 

pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari 

keseluruhan luas wilayah. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin 

keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan 

keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat 

meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang 

terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. 

Tabel 3.4  

Target, Realisasi dan Capaian Sasaran III 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Persentase 

Capaian 

3 4 5 6 7 

Persentase 
capaian RTH di 
kota Bontang 

Persen - 
 

- - 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran III tidak memiliki target dan 

realisasi dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada anggaran untuk 

pembebasan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), anggaran hanya tersedia 

untuk pengelolaan/pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. 

 

 

 

 

Sasaran IV : Meningkatnya akses Penerangan Jalan Umum (PJU) 
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Penerangan jalan umum (PJU) sebagai sarana prasarana jalan sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat dan juga terkait dengan pajak penerangan jalan 

yang dibayar oleh masyarakat. Pemerintah Kota belum sepenuhnya dapat 

memenuhi harapan warga untuk mendapatkan pelayanan penerangan jalan, 

salahsatunya disebabkan keterbatasan sumber daya listrik yang dimiliki. 

Upaya untuk pelayanan penerangan jalan umum dilakukan secara bertahap 

dan memprioritaskan jalan protokol ataupun jalan akses utama warga, 

maupun jalan-jalan yang dilalui oleh angkutan umum. 

Tabel 3.5  

Target, Realisasi dan Capaian Sasaran IV 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Persentase 

Capaian 

3 4 5 6 7 

Persentase 
fasilitas PJU 

Persen 48,12% 48,28% 100,33% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  capaian Sasaran IV : 

Meningkatnya akses Penerangan jalan Umum (PJU) sebesar 100,33%. 

Realisasi pencapaian terhadap indikator sebesar 48,22%  melampaui target 

yang direncanakan sebesar 48,12%. Keberhasilan  indikator ini disebabkan 

bertambahnya jalan/lokasi yang telah terpasang lampu jalan. 

 

 

 

 

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi) 

dengan target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra). 

 

Tabel 3.6 
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Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 

 

No. Indikator Kinerja Satuan 
Target Akhir 

Renstra 
Realisasi Tingkat kemajuan 

 1 2 3 4 5 

1 Menurunnya jumlah rumah tidak 
layak huni 

Persen 1% 1,9% 
52,63% 

2. Berkurangnya luas kawasan 
kumuh 

Persen - 59,67% 
59,67% 

3. Meningkatnya kualitas RTH Persen 22,5% - - 

4. Meningkatnya akses PJU Persen 59,89% 48,28% 80,61% 

 

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja antara lain: 

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang memiliki pagu 

sebesar Rp. 50.812.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 28.747.000,- 

2. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman, yang memiliki pagu 

sebesar 3.620.927.800,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.340.403.000,- 

3. Program Pengembangan Perumahan, yang memiliki pagu sebesar Rp. 

587.750.000,- yang terealisasi sebesar Rp.  475.328.000,- 

4. Program Penataan Permukiman Lingkungan, yang memiliki  pagu 

sebesar Rp. 1.546.563.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 

1.182.780.718,- 

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem 

Administrasi Pertanahan, yang memiliki pagu sebesar Rp. 

9.478.253.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 447.734.640,- 

6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang memiliki pagu sebesar 

Rp. 4.406.699.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.161.402.047,- 

7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, yang memiliki pagu sebesar 

Rp. 374. 530.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 341.879.500,- 

8. Program Pemeliharaan/Pengembangan Sisem Kelistrikan dan 

Penerangan Jalan, yang memiliki pagu sebesar Rp. 5.201.355.000,- yang 

terealisasi sebesar Rp. 4.849.611.229,- 

 

4. Dokumentasi Kegiatan 
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C. Realisasi Anggaran 

1. Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja  
 

Tabel 3.7 

Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja 
No 

Sasaran Indikator 
Program Anggaran 

Ketera
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Strategis Kinerja Pagu Realisasi % ngan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Menurunnya 

jumlah rumah 

tidak layak 

huni 

Persentase 

rumah tidak 

layak huni 

Program 

Lingkungan Sehat 

Perumahan 
4.485.000.000 4.485.000.000 100 

Dana 

APBN 

2. Berkurangnya 

luas kawasan 

kumuh 

Persentase 

luas kawasan 

kumuh 

Pengembangan 

Perumahan 
587.750.000 475.328.000 80,87 

 

Penataan 

Permukiman 

Lingkungan 

1.546.563.000 1.182.780.718 76,48 

 

3 Meningkatnya 

kualitas Ruang 

Terbuka Hijau 

Prosentase 

capaian RTH 

di Kota 

Bontang 

Pengelolaan 

Ruang terbuka 

Hijau 

4.406.699.000 4.161.402.047 94,43 

 

4. Meningkatnya 

akses 

penerangan 

Jalan Umum 

Persentase 

fasilitas 

penerangan 

jalan umum 

Pemeliharaan/Pen

gembangan Sisem 

Kelistrikan dan 

Penerangan Jalan 

5.201.355.000 4.849.611.229 93,23 

 

Jumlah 16.227.367.000 15.154.121.994 93,38   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan 
 
 

Tabel 3.8 

Realisasi Anggaran  Berdasarkan Program dan Kegiatan 

 
No Program dan Kegiatan Anggaran 

Keter
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Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 
anga

n 

1 2 3 4 5 6 

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 
879.073.000 785.726.538 89,38 

  

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
77.364.000 16.447.209 21,26 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan 

Kendaraan Dinas/Operasional 
27.600.000 7.289.300 26,41 

 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 61.320.000 59.230.000 96,59  

Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 24.975.000 99,90  

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 

Luar Daerah 
444.239.000 443.185.029 99,76 

 

Penyediaan Jasa Tenaga 

Administasi/Teknis Perkantoran 
243.550.000 234.600.000 96,33 

 

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR 
61.219.200 61.014.250 99,67 

 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 
61.219.200 61.014.250 99,67 

 

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 

APARATUR 
1.435.287.783 697.622.237 48,61 

 

Peningkatan Kinerja Aparatur 1.435.287.783 697.622.237 48,61  

4 PROGRAM PENYEBARLUASAN 

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 
51.000.000 50.210.000 98,45 

 

Pelaksanaan Pameran Pembangunan 51.000.000 50.210.000 98,45  

5 PROGRAM PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 
587.750.000 475.328.000 80,87 

 

Kajian Naskah Akademik Raperda 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kota Bontang 

587.750.000 475.328.000 80.87 

 

 

 

6 PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN 

LINGKUNGAN 
1.546.563.000 1.182.780.718 76,48 

  

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Rusunawa 
919.936.000 872.380.000 94,83 

 

Pembangunan Rumah Khusus Kota 

Bontang 
244.108.000 0 0,00 

 

Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kota 

Program KOTAKU 
382.519.000 310.400.718 81,15 
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7 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL 

PEMAKAMAN 
374.530.000 341.879.500 91,28 

 

Penimbunan Lahan Kuburan Baru Loktuan 200.000.000 193.088.300 96,54  

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Pemakaman 
96.940.000 76.830.600 79,25 

 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Pemakaman 
77.590.000 71.960.600 92,74 

 

8 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN 

JEMBATAN 
50.812.000 28.747.000 56,57 

 

Pembangunan Jalan di Perumahan Pemkot 

Bontang 
50.812.000 28.747.000 56,57 

 

9 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA APARATUR DAN 

SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN 

9.478.253.000 447.734.640 4,72 

 

Pengadaan Lahan bagi Pembangunan 

Sarana dan Prasana Pelayanan Publik 
9.268.023.000 259.334.640 2,79 

 

Inventarisasi Permasalahan Pertanahan 210.230.000 188.400.000 89,61  

10 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG 

TERBUKA HIJAU (RTH) 
4.406.699.000 4.161.402.047 94,43 

 

Pembuatan Taman Median Jalan 228.940.000 198.009.000 86,48  

Pemeliharaan Taman kawasan Perkantoran 27.000.000 11.649.000 43,14  

Pemeliharaan RTH 4.150.759.000 3.951.744.047 95,20  

11 PROGRAM 

PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN 

SISTEM KELISTRIKAN DAN 

PENERANGAN JALAN 

5.201.355.000 4.849.611.229 93,23 

 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu 

Penerangan Jalan Umum 
3.436.765.000 3.142.149.083 91,42 

 

Pembuatan Sarana dan Prasarana 

Penerangan Jalan Umum 
1.764.590.000 1.707.462.146 96,76 

 

 

 

12 PROGRAM PENGEMBANGAN 

DATA/INFORMASI 
1.000.000 1.000.000 100 

 

Penyusunan dan Pengumpulan data 

Informasi Kebutuhan Penyusunan HSPK 
1.000.000 1.000.000 100 

 

 

 

13 PROGRAM PENINGKATAN 

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 
3.620.927.800 3.340.403.000 92,25 
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Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Kelurahan Api-Api 
56.860.000 54.374.000 95,62 

 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Kelurahan Guntung 
49.820.000 43.869.000 88,05 

 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Kelurahan Loktuan 
822.033.000 741.427.000 90,19 

 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Kelurahan Gunung Elai 
28.960.000 26.550.000 91,67 

 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Kelurahan Berbas Tengah 
28.960.000 26.615.000 91,90 

 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Kelurahan Bontang lestari 
59.060.000 54.388.000 92,08 

 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Kelurahan Belimbing 
120.080.000 105.678.000 88,00 

 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Kelurahan Kanaan 
95.220.000 92.323.000 96,95 

 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Kelurahan Gunung Telihan 
168.790.800 158.990.000 94,19 

 

Pembangunan  Prasarana dan Sarana 

Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api 
97.240.000 78.875.000 81,11 

 

Pembangunan  Prasarana dan Sarana 

Dasar Permukiman Kelurahan Guntung 
90.340.000 78.453.000 86,84 

 

Pembangunan  Prasarana dan Sarana 

Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan 
309.635.000 291.886.000 94,26 

 

Pembangunan  Prasarana dan Sarana 

Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai 
28.960.000 26.561.000 91,71 

 

Pembangunan  Prasarana dan Sarana 

Dasar Permukiman Kelurahan Bontang 

Lestari 

107.840.000 89.660.000 83,14 

 

Pembangunan  Prasarana dan Sarana 

Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut 

Indah 

53.680.000 44.414.000 82,73 

 

 

 

Pembangunan  Prasarana dan Sarana 

Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing 
53.680.000 44.263.000 82,45 

 

Pembangunan  Prasarana dan Sarana 

Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan 
28.960.000 28.916.000 99,84 

 

Pembangunan  Prasarana dan Sarana 

Dasar Permukiman Kelurahan Gunung 

Telihan 

28.960.000 26.676.000 92,11 

 

Pembangunan badan jalan dan Parit Gang 

Ampana  RT.16 Kelurahan Bontang Kuala 

200.000.000 199.403.000 99,70  
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(bantuan Keuangan Provinsi) 

Pembangunan Parit Jalan Brokoli RT. 14 

Kelurahan Gunung Elai (Bantuan Keuangan 

Provinsi) 

200.000.000 199.279.000 99,63 

 

Pembuatan Parit Gang Piranha RT. 20 

Kelurahan Tanjung Laut Indah(Bantuan 

Keuangan Provinsi) 

200.000.000 199.327.000 99,66 

 

Pembuatan Badan Jalan RT. 25 Kelurahan 

Tanjung laut Kec.Bontang Selatan (Bantuan 

Keuangan Provinsi) 

200.000.000 199.068.000 99,53 

  

Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan 

dan Drainase Lingkungan Perumahan HOP 

Kel. Satimpo,Kel.Gunung Elai, Kel. 

Kanaan,Kel. Gunung Telihan 

175.356.000 156.827.000 89,43 

 

Perencanaan Teknis Peningkatan 

Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman 

Kota Bontang 

229.288.000 208.469.000 90,92 

 

Perencanaan Teknis Pembangunan jalan 

dan drainase Lingkungan Perumahan Griya 

Wisata Kelurahan Bontang Kuala 

60.940.000 54.050.000 88,69 

 

Pembangunan Prasarana dan sarana 

Dasara Permukiman Kelurahan Berbas 

Pantai 

126.265.000 110.062.000 87,16 

 

Jumlah 27.694.469.783 16.423.459.159 59,30 
 

 

 

 

 

 

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Per 31 Desember 
2017 

 
Tabel 3.9 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

No Uraian Anggaran 2017 

Realisasi 2017 

Rp (%) 

1 2 3 4 5 



LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2017 
 

26 
 

No Uraian Anggaran 2017 

Realisasi 2017 

Rp (%) 

1 2 3 4 5 

1 Belanja Pegawai 5.420.389.380 3.786.019.097 69,85 

2 Belanja Barang 10.729.062.200 9.239.816.022 86,12 

3 Belanja Modal Tanah 8.237.713.000 193.088.300 2,34 

4 Belanja Peralatan dan Mesin 550.895.000 535.536.450 97,21 

5 Belanja Gedung dan Bangunan 603.557.000 353.121.000 58,51 

6 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.375.087.000 3.258.437.150 96,54 

7 Belanja Aset Lainnya 2.307.372.800 2.048.948.000 88,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dibangun dan dikembangkan 

dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang 

dipercayakan kepada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan berdasarkan sistem akuntabilitas yang 

memadai.,setiap instansi pemerintah secara periodic wajib mengkomonikasikan 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang 

dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP, 

dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan kinerja dan 

pengukuran kinerja. Didalam kerangka akuntabilitas kinerja ini berperan sebagai alat 

kendali, alat kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. 

Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP ini juga berfungsi sebagai media 

pertanggung jawaban kepada public. 

Secara umum Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan pada tahun 2017 pengukuran kinerja nya kurang memuaskan 

dikarenakan banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana mengingat ketersediaan 

waktu pelaksanaan kegiatan yang terhitung singkat.  Berdasarkan pengukuran 

kinerja tersebut maka diharapkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan di tahun berikutnya dapat memperbaiki kinerja nya dan dapat 

memaksimalkan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai hasil yang 

di inginkan. 

Kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan 

laporan ini, untuk itu tanggapan,saran,  maupun kritik yang sifatnya membanguna 
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sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan 

laporan ini di masa yang akan datang.  

      

 Bontang,              Januari 2018 

     
 Kepala DPKPP 
     
       
 
 

 

                Ir.H.  Abdul Rifai,MT 
            Pembina Utama Muda IV/c 
            NIP. 196304171986031022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


